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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang: abahwa untuk mewujudkan tertib administrasi
barang dalam penyelenggaraan Pemerintah di
Daerah, dipandang perlu mengatur pedoman
pengelolaan barang milik/dikuasai Pemerintah
Kabupaten Banyuasin;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerch tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik/Dikuasai
Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957
tentang Penetapan  Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai
Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 158);

3 Undang-Undang

e .
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. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang . Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambchan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002
tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4181);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

7. Peraturan
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971

tentang Penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2967);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994

tentang Rumah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun

2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4021);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001

tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang
Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam
rangka  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

11. Peraturan
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2096
tentang - Pengelolaan Barang Mnl{k
Negara/Daerah (Lembaran Negard Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taht{n
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun. 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13.Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974
tentang Perubahan Penetapan Status Rumah
Negeri, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri f\lomor‘ 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana
Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ;

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Materiil Daerah;

16.Peraturan
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16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49
Tahun 2001 tentang Sistem Informasi
Mangjemen Barang Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan
Barang dan Hutang Piutang pada Daerah
yang Baru Dibentuk;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2002 tentang Nomor Kode Barang
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;

21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian
Barang Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
153 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;

23. Peraturan Derah Kabupaten Banyuasin
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi  Dinas  Daerah  Kabupaten
Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin



2008  Nomor 16),

diubah dengan Peraturan
Banyuasin Nomor 3 Tahun
Kabupaten

13).

Banyuasin - Tahun
sebagaimana telah

Daerah Kabupaten
2009 (Lembaran Daerah

Banyuasin Tahun 2009 Nomor

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN
dan
BUPATIL BANYUASIN

MEMUTUSKAN :
DAERAH TENTANG

NG
ENGELOLAAN BARA
' PEMERINTAH

tapKan
Menetart PEDOMAN

MILIK/DIKUASAI
KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud

dengan : |
1 Daerah adalah Kabupaten Banyuasin:
Daerah adalah Bupati

Daerah sebagai
tahan Daerah:

2. Pemerintah

Perangkat ‘
penyelenggara Pemerin

3. Pemerintahan

dan
unsur

3. Pemerintahan Daerch adalah Penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerch
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Bupati adalah Bupati Banyuasin;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD

Kabupaten Banyuasin ;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuasin;

7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Banyuasin ;

8. Barang milik daerah adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau perolehan lainnya yang sah.

9. Pengelola barang milik daerah selanjutnya
disebut pengelola adalah pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

10.Pengguna barang milik daerah selanjutnya

disebut pengguna adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik daerah:

o A

11. Pembantu
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11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut Pembantu Pengelola
adalah Pejabat yang bertanggungjawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah;

12. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah
kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan
barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

13.Penyimpan barang milik daerch adalah
pegawai yang diserahi tugas untuk menerima,
‘menyimpan, dan mengeluarkan barang;

14.Pengurus barang milik daerah adalah pegawai

" yang diserahi tugas untuk mengurus barang
daerch dalam proses pemakaian yang ada di
setiap satuan kerja perangkat daerah/unit
kerja: :

15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat
daerah selaku pengguna barang;

16.Unit kerja adalah bagian SKPD selaku
pengguna barang; -

17.Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan barang milik
daerah untuk menghubungkan pengadaan
barang yang telah lalu dengan keadaan yang
sedang berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan

yang akan datang;

18.Pengadaan
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18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang dan jasa;

19. Penyaluran adalah kegiatan  untuk
menyalurkan  /pengiriman barang milik
daemh dari gudang ke unit kerja pemakai;

20.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan
yang dilakukan agar semua barang milik
daerah selalu dalam keadaan baik dan siap
untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil guna;

21, Pengwn:n'an adalch  kegiatan  tindakan
Pengendalian dalam pengurusan barang milik
d.aemh dalam bentuk fisik, administratif dan
tindakan upaya hukum;

22.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan
oleh pengguna /kuasa pengguna dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi

. Satuan Kerja Perangkat Daerch (SKPD) yang

bersangkutan;

23.Pemanfaatan adalah péndayagunaan barang
milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai
dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja
P.er'.angkaf Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa,
Pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun
guna serah dan bangun serah guna dengan
tidak mengubah status kepemilikan;

24.Sewa adalah pemanfaatan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam Jangka waktu
fertentu dengan menerima imbalan uang
-tunai;

25.Pinjam
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25.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan
barang antar Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada

pengelola:

26.Kerjasama pemanfaatan adalah
pendayagunaan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah bukan .
pajak/pendapatan daerah dan  sumber
pembiayaan lainyal

27.Bangun guna serah adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan card mendirikan bangunan
dan/atau  sarana  berikuf fasilitasnya
kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati' untuk  selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan
berikut fasiltasnya setelah berakhirnya
jangka waktu;

28.Bangun serch guna adalah pemanfaatan
barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan.
setelah selesai pembangunannya diserahkan
untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut
dalam jangka waktu tertentu yang disepakati:

29.Penghapusan
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29.Penghapusan adalah tindakan menghapus
barang milik daerch dari daftar dengan
menerbitkan surat keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan
pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau
pengelola dari tanggung jawab administrasi

dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya:

30.Pemindahtanganan adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah sebagai
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara
dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau
disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah; -

31.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan
barang milik daerah kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang:

32.Tukar menukar barang milik daerah/tukar
guling adalah pengalihan kepemilikan barang
milik daerah yang dilakukan antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,
antar Pemerintah Daerah atau antara
Pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang,
sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang:

33.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang
pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat, antara pemerintah daerah, atau dari
‘pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa
memperoleh penggantian;

34 Penyertaan
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34 Penyertaan modal pemerintah daef‘f.\h adalah
pengalihan kepemilikan barang milik da@
yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan

40.Standarisasi sarana dan prasarana kerja
Perangkat Daerah adalah pembukuan ruang
kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas,

kendaraan dinas dan lain-lain barang yang
untuk diperhitungkan sebagai modal/ 5“}:;”“ memerlukan standarisasi;
daerch pada badan uscha milik daerah - dan 41. Standarisasi harga adalah penetapan besaran
badan hukum lainnya: . harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan
35.Penatausahaan adalah rangkaian k°9_'°;°" kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
meliputi pembukuan, inventarisast dan e
::rlfpomn barang milik daerch  sesual i
ketentuan yang berlaku; Pengelolaan Barang milik daerah sebagai bagian
€ Y : K dari pengelolaan keuangan daerah.
‘3¢.Inventarisasi  adalah  kegiatan - unfu e
melakukan ~ pendataan, pencatatan, dﬁ‘( asal 3
pelaporan  hasil pendataan barang it ~ (1) Barang Milik Daerah meliputi :
daerah; : " i
37 penilaian adalah proses kegiatan penelitian a ::bznngAgggg d;i:‘beh atau diperoleh atas
yang selektif didasarkan pada data/fakta -
yang objektif  dan relevan  dengan b. barang yang berasal dari perolehan lainnya
menggunakan metode/teknis tertentu untuk yang sah.
.y e 1: mh;
memperoleh nilai barang milik dtn’fs engutnye (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
38.Daftar barang pengguna yang se ~ huruf b meliputi :
disingkat dengan DBP adalah daftar yang | |
memuat data barang yang digunakan oleh a. :a;:hn? ) yang diperoleh dari
. ; . i sumbangan atau yang sejenis;
masing-masing pengguna.
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan
barang kuasa pengguna  Yand ang yang
39'?;23;:\)'0‘ disingkat DBKP adalah daftar dari perjanjian/kontrak;

memuat data barang: c. barang yang diperoleh berdasarkan

ketentuan Undang-Undang; atau

40.Standarisasi

d. barang
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d.barang yang diperoleh  berdasarkan
pufusah pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanalfan
berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, transparansi dan ke'terbflkfmn,
efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi
‘ a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

b. pengadaan;

c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
d. penggunaan;

e. penatausahaan;

f. pemanfaatan;

g. pengamanan dan pemeliharaan;

h. penilaian;

i. penghapusan;

j. pemindahtanganan;

k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
. pembiayaan; dan

m.tuntutan ganti rugi.

BAB IT

55

BAB IT

PEJABAT PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5
(1) Bupati  sebagai Pemegang  kekuasaan
Pengelolaan Barang milik daerah berwenang
dan bertanggungjawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1),

Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
barang milik daerah sesuai dengan fungsinya
dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
b. Kepala DPPKAD selaku pembantu pengelola;

C. Kepala Bidang Asset DPPKAD selaku
urusan pembantu pengelola;

d. Kepala SKPD selaku pengguna ;

e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerdh
selaku kuasa pengguna;

f. Penyimpan barang milik daerah: dan
g. Pengurus barang milik daerah.

Pasal 6

(1) Bupati  sebagai pemegang  kekuasaan

pengelolaan barang milik daerah, mempunyai
wewenang :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang
milik daerah;

b. menetapkan
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b. menetapkan penggund, pemanfaat atau
pemindahtanganan'mnah dan bangunan;

c. menetapkan kebijakan pengamanan barang
milik daerah:

d. mengajukan usul pemindahtanganan barjang
milik daerah yang memerlukan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

e. meyetujui usul pemindahtanganan dar!
penghapusan barang milik daerah sesual
kewenangannya; dan

f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Sekretaris Daerch  selaku Pengelola,
berwenang dan bertanggungjawab :

o menetapkan pejabat yang mengurus dan
menyimpan barang milik daerah:

b. meneliti  dan menyetujui  rencana
kebutuhan barang milik daerah;
c. meneliti  dan menyetujui ~ rencand

kebutuhan pemeliharaan/ perawatan
barang milik daerah:

d. mengatur  pelaksanaan pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan bar.‘ang
milik daerah yang telah disetujui Bupatt.

e. Melaksanakan koordinasi dalfxfn
pelaksanaan inventarisasi  barang milik
daerah; dan

f. Melakukan pengawasan dan pengendalian
atas pengeloaan barang milik daerah.

(3) Kepald
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(3} Kepala DPPKAD selaku pembantu pengelola,

berwenang dan - bertanggungjawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
barang milik daerah yang ada di SKPD.

(4) Kepala Sub Bagian Umum/Unit pengelola
barang milik daerach karena jabatannya
bertanggung jawab mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik
Daerah yang ada pada masing-masing SKPD.

(5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerch
selaku pengguna barang  milik daerah,
berwenang dan bertanggung jawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan barang
milik daerah bagi satuan kerja perangkat
daerah yang dipimpinnya kepada Bupati
melalui pengelola; ‘

b. mengajukan permohonan penetapan status
untuk penguasaan dan penggunaan barang
milik daerah yang diperoleh dari beban
APBD dan perolehan lainnya yang sah
kepada Bupati melalui pengelola;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi
barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerch yang
berada dalam penguasaannya  untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya

e. menggunakan dan memelihara barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan
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f. mengajukan usul pemindahtanganan barang
milik ‘daerch berupa tanah dan/atau
bangunan  yang tidak  memerlukan
persetujuan  Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan barang milik daerah selain
tanch dan/atau bangunan kepada Bupati
melalui pengelola’

g. menyerahkan tanah dan bangunan Yyang
tidak dimanfaatkan —untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan
kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
kepada Bupati;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah yang
oda dalam penguasaannya: dan

i. menyusun dan menyampaikan Laporan

| Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT)
| yang berada dalam penguasaannya kepada

pengelola.

(6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku
kuasa pengguna barang milik daerah,

berwenang dan bertanggung jawab :
a. mengajukan rencana kebutuhan barang

milik daerah bagi unit kerja yang
dipimpinnya Kepada  Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

b. melakukan pencatatan dan inventarisasi
barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

¢. menggunakan
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c. menggunakan barang milik daerah yang
bemda. dalam  penguasaanya  untuk
kepen.hngan penyelenggaraan tugas dan
fungsi unit kerja yang dipimpinnya;

d. menggunakan dan memelihara barang milik
daerah yang berada di  dalam
penguasaanya,

e. melakukan pengawasan dan pengendalian
atas penggunaan barang milik daerah yang
ada didalam penguasaannya; dan

f. menyusun dan menyampaikari Laporan
Barang Kuasa Pengguna Semesteran
(LBKPS) dan laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada
dalam penguasaannya kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(7)Penyimpan barang bertugas menerima,
menyimpan dan menyalurkan barang
yang
berada pada pengguna/kuasa pengguna ; dan

(8)Pengurus  barang  bertugas  mengurus
pemakaian barang milik daerah dalam
pemakaian pada masing-masing
pengguna/kuasa pengguna.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN
DAN PENGANGGARAN
Pasal 7

(1) Perencanaan
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(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah -
disusun dalam rencana kerja dan anggaran
satuan kerja perangkat daerch setelah
memperhatikan ketersediaan barang milik
daerah yang ada.

(2)Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang
milik daerah disusun dalam Rencana Kerja
dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan memperhatikan data barang
yang ada dalam pemakaian.

(3)Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan
barang milik daerch sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada
standarisasi sarana dan prasarana kerja
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati dan standar harga yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4)Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
dijadikan acuan dalam menyusun Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(RKPBMD). -

(5)Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) masing-masing satuan kerja perangkat
daerch sebagai penyusunan Rencana (APBD).

Pasal 8
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Pasal 8 ;

Pengelola bersama pengguna membahas usul

Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah masing-masing SKPD tersebut

dengan memperhatikan data barang pada

pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan
sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah (RKPBMD).

Pasal 9

(1) Setelah  APBD  ditetapkan, pembantu
pengelola menyusun Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
(DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan,
pengadaan dan pemeliharaan barang milik
daerah.

(2)Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
(DKBMD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah
(DKPBMD), ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Umum/Unit Pengelola Barang

Milik Daerah sesuai Tugas dan Fungsinya duduk

sebagai Tim Pemerintahan Daerah dalam

penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.
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BAB IV
PENGADAAN
Pasal 11
Pengadaan Barang Milik Daera}? .dilaksanakfm
berdasarkan prinsip-prinsip efisien, e.fel.mf,
transparansi dan terbuka, bersaing, adil/tidak
diskriminatif dan akuntabel.
Pasal 12 )
/Jasa Pemerintah Daera
® :?l:gk:i?\‘::anaam:gleh Panitia  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah. .
(2)Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemermfcflh
Daerch ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
i melimpahkan  kewenangan
o i:x:ila gaK%q; untuk p:\hemben‘ruk Panitia
Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 13

Pemerintah Daerah
1)Pengadaan Barang/Jasa
()di?c?ksamkan sesuai dengan  Peraturan
pPerundangan-undangan. '
(2)Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Daerah
yang bersifat khusus dan menganut asas
keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pasal 14
(1) Realisasi pelaksanaan Pengudc:.\an Barzng/is a::
Pemerintah Daerah sebagaimana imal e
dalam Pasal 13, dilakukan pe,me.r‘lksacm-ofe.h
Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerinid
Daerah. |
(2)Panitia
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(2)Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)Bupati  dapat melimpahkan kewenangan
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerch (SKPD) untuk membentuk Panitia
Pemeriksa Barang/Jasa.

Pasal 15

(1) Pengguna membuat laporan hasil Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah kepada
Bupati melalui pengelola. '

(2)Laporan  hasil pengadaan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen
pengadaan barang/jasa.

BAB V -

PENERIMAAN DAN PENYALURAN
Pasal 16

(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh
penyimpan barang.

(2)Penyimpanan barang sebagaimana pada ayat
(1), berkewajiban melaksanakan tugas
administrasi penerimaan barang milik daerah.

(3)Penerimaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selanjutnya
disimpan dalam gudang atau tempat
penyimpanan.

Pasal 17



Pasal 17

(1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak
bergerak diterima oleh Kepala SKPD,
kemudian melaporkan kepada Bupati untuk
ditetapkan penggunaannya.

(2)Penerimaan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa
oleh Panitia Pemeriksa Barang - Daerah,
dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 18

(1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) bertugas memeriksa, meneliti dan
menyaksikan barang yang diserahkan sesuai
dengan persyaratan yang tertera dalam
Surat Perintah Kerja atau
Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita
Acara Pemeriksaan.

(2)Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipergunakan sebagai salah safu syarat
pembayaran.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah menerima barang dari
pemenuhan kewajiban pihak  Ketiga
berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan
dari suatu perijinan tertentu.

(Z)Pemerinfah Daerch dapat menerima barang
dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan.
hibah, wakaf dan penyerahan dari

masyarakat.

3) Penyerahan
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(3)Z:Zirs'qhan dari Pihak Ketiga sebagaimana
. ud Pada ayat (1) dan (2), dituangkan
da am BCPI.TG Acara Serah Terima (BAST)
an disertai dengan dokumen
kepemilikan/penguasaan yang sah

(4)Pengelola atau pejabat yang ditunjuk
menca.faf, memantau, dan aktif melakukan
gegagu!:nan kewajiban - Pihak Ketiga
ebagaim i
(2).ag ana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(5)Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dicata
t dal
Barang Milik Daerah. clem Detter

BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 20

1) Penyleuran barang milik daerah oleh
penyimpan barang dilaksanakan atas dasar
Surfxf Perintah Pengeluaran Barang (SPPB)
dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai
dengan Berita Acara Serah Terima.

(2)Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa

barang kepada Pengelola melalui pembantu
pengelola.

3) K.uasc1 pengguna wajib melaporkan stock atau
sisa barang kepada pengguna.

Pasal 21




Pasal 21

Barang milik daerch ditetapkan  status
penggunaannya untuk penyelenggarf:an hfaas
pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan
oleh pihak lain dalam rangka mendukung
pelayanan umum sesuai fugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Status penggunaan barang mililf daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. B

(2)Penetapan status penggunaan barang m||1|k
daerah sebagaimana dimaksud pada. ayat (1),
diatur dengan tata cara sebagai berikut :

a. pengguna melaporkan barang milik qaerah.
yang diterima kepada pengelola disertai
dengan usul penggunaannya. dan

iti |  penggunaan

b. pengelola meneliti  usu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 23
(1) Penetapan status penggunaan tanch dan/atau
dilakukan dengan ketentuan bahwa
tanch dan/atau bangunan digunakan un;l;ur<
kepentingan penyelenggaraan tugas po o
dan fungsi penggund dan/atau  kuasa
pengguna.

(2)Pengguna
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(2)Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib
menyerahkan tanah dan/atau  bangunan
termasuk barang inventaris lainnya yang
tidak  digunakan  untuk  kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada
Bupati melalui pengelola.

Pasal 24

(1) Penggunaan yang tidak menyerahkan tanah
dan/atau bangunan yang tidak digunakan
untuk menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati,
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaan tanah dan/atau  bangunan
dimaksud.

(2) Tanah dan/atau  bangunan yang tidak
digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi
SKPD, dicabut penetapan status

penggunaannya dan dapat dialihkan kepada
SKPD lainnya.

BAB VII
PENATAUSAHAAN
Bagian Pertama
Pembukuan
Pasal 25

(1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan
pendaftaran dan pencatatan barang milik
daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna
(DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

(2)Pencatatan



—
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(2)Pencatatan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam
Kartu Inventaris Barang A,B,C,D, E dan F.

(3)Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi
atas pencatatan dan pendaftaran barang
milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah
(DBMD).

Pasal 26
(1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan
dokumen kepemilikan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan.

(2)Pengelola menyimpan seluruh dokumen
kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik

Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi

Pasal 27
(1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus
a) tahun sekali,

barang daerah setiap 5 (lim
untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku
Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang

milik daerah.
(2)Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan
sensus barang milik daerah.

(3)Pelaksanaan sensus barang milik daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Sensus
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(4) Se,ns'us. Barang Milik Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan

serentak seluruh Indonesia.

(5)Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada
pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
selesainya sensus.

(6)Pemban'ru pengelola  menghimpun  hasil
inventarisasi barang milik daercah.
(7)Barang milik daerah yang berupa persendian
:Z:i k:n:m?kj;ndalam pengerjaan dikecualikan
eten sebagaimana di
i bag a dimaksud pada
Bagian ketiga
Pelaporan
Pasal 28
(1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan
barang semesteran dan tahunan.
(2)?pomn.sebogaimam dimaksud pada ayat (1)
isampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
(3)Pemba:31‘u pengelola menghimpun laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

: Pasal 29
1) Lc‘lpof‘on Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3),

digunakan sebagai bahan untuk menyusun
neraca Pemerintahan Daerah.

(2)Lc.xpomn‘5ebogcimona dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara berjenjang. '

Pasal 30



Pasal 30

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan

serta pelaporan barong milik daerah secara

akurat dan cepat sebagaimand dimaksud dalam
Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan

sistem Informasi Manajemen Barang Doerch
(SIMBADA).
BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 31
(1) Pemanfaatan  barang milik daerch berups

bangunan in tanah
tanch dan/atau n, selain tenct
dan/atau bangunan yang dlpepgquankOk ok
f s 2 e telah
fungsi SKPD, dilaksanakan pengguna Se
mendapat persetujuan pengelola.
ili beru
(2) Pemanfaatan barang milik daerah tidiﬁ
tanch dan/atau  bangunan, yang ti
dipergunakan untuk menunjang
penyelenggaraan  tugas pokok dan fungsi
SKPD. dilaksanakan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan Bupati.
(3) Pemanfaatan barang milik dae:::g be:;{;l(
anch dan/atau  bangunan. .
;i untuk m:fn)cnsg:
kok dan Tung
penyelenggaraan tugas po
SKPID dilaksanakan oleh penggund setelah
mendapat persetujuan pengelola.

(4) Pemanfaatan
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(4) Pemanfaatan barang milik daerah
dilaksanakan  berdasarkan  pertimbangan
teknis dengan memperhatikan kepentingan
negara/daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 32

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah
berupa :

a. Sewa;
b. Pinjam Pakai;
¢. Kerjasama Pemanfaatan; dan
d. Bangun 6una Serah dan Bangun Serah Guna.
Bagian Ketiga
Sewa
Pasal 33
(1) Barang milik daerah baik barang bergerak
maupun  tidak bergerak yang belum
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat

disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang
menguntungkan daerah.

(2)Barang milik daerch yang disewakan, tidak
merubah status kepemilikan barang daerah.
(3) Penyewaan barang milik daerch berupa tanah

dan/atau  bangunan  dilaksanakan  oleh

pengelola setelah mendapat persetujuan dari
Bupati.

(4)Penyewaan ..




(4) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah
dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau
bangunan yang masih dipergunakan oleh
pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah
mendapat persetujuan dari pengelola

(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah
paling lama 5 (lima) tchun dan dapat
diperpanjang.

(6)Penyewaan dilcksanakan berdasarkan surat
perjanjian Sewa menyewa, yang sekurang-
kurangmya memuat : o
a. pihak-pihak yang terkait dalam per janjian:
b. jenis, luas atau jumlch barang, besaran

sewa, dan jangka waktu:

c. tanggung jawab penyewa atas biaya
operasional dan pemeliharaan selama
Jjangka waktu penyewaan; dan

d. persyarctan lain yang dianggap periu.

(7)Hasil penerimaan sewc disetor ke Kas

Daerch.

Pasal 34
(1) Pemanfoatan barang milik doerch selain
disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 dapct dikenckan retribus:.

(2)Retribusi  atas  pemanfaatan/penggunaan
barang mulik doerch sebagaimanc dimaksud
pada ayct (1) ditetapkan dengan Percturan

Daerah.
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Bagian Keempat
Pinjam Pakai
Pasal 35

(1) Barang milik daerah baik berupa tanah
dan/atau  bangunan, maupun selain tanah
dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan
untuk kepentingan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,

(2)Pinjam Pakai barang milik daerah berupa
tanch dan/atay bangunan, maupun selain
tanah dan/atay bangunan dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapat  persetujuan
Bupati.

(3)Barang milik daerah yang dipinjampakaikan
tidak merubah status kepemilikam barang
daerah.

(4) Jangka wakty Pinjam pakai milik daerah
paling lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang.

(5) Pelaksanaan Pinjam  pakai  dilakukan
berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. jenis, luas atay Jumlah barang, besaran
sewa, dan jangka waktuy:

¢. fanggung  jawab penyewa atas biaya
operasional dan  pemeliharaan selama
Jangka waktu penyewaan: dan

d. persyaratan , |
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d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 36

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah
dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
barang milik daerah; dan

b. meningkatkan penerimaaan daerah.
Pasal 37
(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah
dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kerjasama pemanfaatan barang milik
daerah atas tanah dan/atau bangunan yang
sudah diserahkan oleh pengguna kepada
pengelola;

b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagic}n
tanah dan/atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna; dan

¢. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Kerjasama milik daerah  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf q,
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat

persetujuan Bupati.

(3)Kerjasama. «.

———
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(3)Kerjasama pemanfaatan atas barang milik

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢, dilaksanakan oleh
pengelola setelah mendapat  persetujuan
pengelola.

Pasal 38

(1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik
daerah  dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. tidak tersedia dan/atay tidak  cukup
tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi
biaya operasional/pemeliharaan/ perbaikan
yang diperlukan terhadap barang milik
daerah dimaksud:

b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan
melalui tander/ lelang dengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5
(lima) peserta/peminat, kecuali untuk
kegiatan yang bersifat khusus dapat
dilakukan dengan penunjukan langsung;

¢. besaran pembayaran kontribysi tetap dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan  ditetapkan  dari hasil
perhitungan tim yang ditetapkan oleh
Bupati; dan

d. pembayaran  kontribusi tetap  dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan disetor ke Kas Daerah setiap
tahun selama jangka wakty pengoperasian,

(2)Biaya »




' ji iti ksir dan
(2)Biaya pengkajian, penelitian, pend
" pengumuman tender/ lelang, dlb‘ebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)Biaya yang berkenaan dengan per‘siap_an .c.ian
pelaksanaan  penyusun surat p.er'JanJmn,
konsultan pelaksana /pengawas, dibebankan
pada Pihak Ketiga.

(4) Selama jangka waktu pengopercsian,.mltm
kerjasama pemanfaatan dllal‘t?!}g
menjaminkan atau menggadaikan barang milik
daerah yang menjadi objek kerjasama

pemanfaatan.

(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling
lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 39

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama
pemanfaatan,  Bupati menetapkan  stafus
penggunaan/pemanfoa‘mn atas tanah dan/atau
bangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
Pasal 40

(1) Bangun Guna Serah barang milik daerah.
dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagal
berikut :

a. Pemerintah . .

a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan
dan- fasilitas bagi  penyelenggaraan
pemerintahan Daerah untuk kepentingan
pemanfaatan atas barang pelayanan umum
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi;

b. tanah milik pemerintah daerah yang telah
diserahkan oleh pengguna kepada Bupati:
dan

c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerch untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2)Bangun Guna Serah barang milik daerah
sebagaimana . dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Pasal 41

(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah
dilaksanakan melalui tender/lelang dengan
mengikutsertakan  sekurang-kurangnya 5
(lima) peserta/peminat.

(2)Mitra Bangun Guna Serah yang telah
ditetapkan selama Jangka waktu
pengoperasian, harus memenuhi kewajiban
sebagai berikut :

a. membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap
tahun yang besarannya ditetapkan
berdasarkan hasil perhitungan tim yang
dibentuk oleh Bupati;

b. tidak -
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b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau
memindahtangankan objek Bangun Guna
Serah; dan

c. memelihara objek Bangun Guna Serah.

(3)Objek Bangun Guna Serah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa
sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah

Daerah.

(4)Objek Bangun Guna Serah berupa tanah
dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan
jaminan dan/atau digunakan.

(5)Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan
milik Pemerintahan Daerah, dapat dijadikan
jaminan dan/atau diogunkan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(6) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama
30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani.

(7) Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan
surat perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat :

a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

b. objek Bangun Guna Serah:

c. jangka waktu Bangun Guna Serah;

d. hak dan kewajiban para pihak yang terkait
dalam perjanjian; dan

e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

(8)Izin mendirikan Bangun Guna Serah atas
nama Pemerintah Daerah.

(9) Biaya..
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(9) Biaya pengkajian, penelitian  dan
pengumuman tender/lelang, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan
dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian,
konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan
pada pihak pemenang.

(11) Setelah jangka waktu pendayagunaan
berakhir, objek bangun guna serch terlebih
dahulu diaudit oleh aparat pengawasan
fungsional pemerintahan daerah sebelum
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna
Pasal 42

(1) Bangun Serah Guna barang milik daerah
dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. pemerintah daerach memerlukan bangunan
dan fasilitas - bagi  penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk kepentingan
pelayanan umum dalam  rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

b. tanah milik pemerintah daerah yang telah
diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
dan

c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah untuk penyediaan
bangunan dan fasilitas dimaksud.

(2) Bangun ..
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